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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Landasan Teori 

2.1.1 Teori Sikap dan Perilaku 

Theory of attitude and Behaviour yang dikembangkan oleh 

Triandis(1980)dipandang sebagai teori yang dapat mendasari untuk menjelaskan 

independensi. Teori tersebut menyatakan, bahwa perilaku ditentukan untuk apa 

orang-orang ingin lakukan (sikap), apa yang mereka pikirkan akan mereka 

lakukan (aturan-aturan sosial), apa yang mereka bisa lakukan (kebiasaan) dan 

dengan konsekuensi perilaku yang mereka pikirkan. Sikap menyangkut komponen 

kognitif berkaitan dengan keyakinan, sedangkan komponen sikap afektif memiliki 

konotasi suka atau tidak suka. 

Teori sikap dan perilaku ini dapat menjelaskan sikap independen auditor 

dalam penampilan. Seorang auditor yang memiliki sikap independen akan 

berperilaku independen dalam penampilannya, artinya seorang auditor dalam 

menjalankan tugasnya tidak dibenarkan memihak terhadap kepentingan siapapun. 

Auditor mempunyai kewajiban untuk bersikap jujur baik kepada pihak 

manajemen maupun pihak-pihak lain seperti pemilik, kreditor, investor. 

Studi yang dilakukan oleh Ayuningtyas (2012)misalnya mengemukakan 

alasanya bahwa, jika auditor tidak terlihat independen, maka pengguna laporan 

keuangan semakin tidak percaya atas laporan keuangan yang dihasilkan auditor 
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dan opini auditor tentang laporan keuangan perusahaan yang diperiksa menjadi 

tidak ada nilainya. 

Menurut Mulyadi (2002)menguraikan independensi berarti sikap mental 

yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung 

pada orang lain. Independensi juga dapat diartikan adanya kejujuran dalam diri 

auditor dalam mempertimbangkan fakta adanya petimbangan yang obyektif tidak 

memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyakatakan pendapatnya, 

menyinggung independensi dalam sikap mental (Independence in fact) 

bertumpukan pada kejujuran, obyektifitas, sedangkan independensi dalam 

penampilan diartikan sebagai sikap hati-hati seorang akuntan agar tidak diragukan 

kejujurannya. Penelitian ini menggunakan teori sikap dan perilaku karena teori ini 

menjelaskan sikap independensi dan obyektifitas auditor, dimana independensi 

dan obyektifitas merupakan salah variabel independen yang digunakan oleh 

peneliti. 

2.1.2 Kompetensi 

Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara 

kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk 

melaksanakan tugas pemeriksaan”(Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia, 2017). Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi 

pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan 

dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, 

keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. 

Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, 
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pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk 

membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang 

memiliki kompetensi yang memadai(Efendy, 2010).  

DidalamEfendy (2010) mendefenisikan kompetensi sebagai ketrampilan 

dari seorang ahli. Dimana ahli didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki 

tingkat ketrampilan tertentu atau pengetahuan yang tinggi dalam subyek tertentu 

yang diperoleh dari pelatihan dan pengalaman, sedangkan Trotter 

(1986)mendefinisikan bahwa seorang yang berkompeten adalah orang yang 

dengan ketrampilannya mengerjakan pekerjaan dengan mudah, cepat, intuitif dan 

sangat jarang atau tidak pernah membuat kesalahan. Lee (1995)mendefinisikan 

kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan 

untuk melakukan audit secara objektif.Efendy (2010) mengartikan keahlian atau 

kompetensi sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi 

auditor adalah pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor 

untuk dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Hayes-Roth 

mendefinisikan keahlian sebagai pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, 

pemahaman terhadap masalah yang timbul dari lingkungan tersebut, dan 

keterampilan untuk memecahkan permasalahan tersebut dalam(Mayangsari, 

2006).  
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Standar audit APIP disebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang 

yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan 

demikian, auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan 

dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, 

auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian 

bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang 

menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan 

pemerintah (Efendy, 2010).  

Lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa: 

Pemeriksa yang ditugasi untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Standar 

Pemeriksaan harus secara kolektif memiliki: Pengetahuan tentang Standar 

Pemeriksaan yang dapat diterapkan terhadap jenis pemeriksaan yang 

ditugaskan serta memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan 

pengalaman untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam pemeriksaan 

yangdilaksanakan; Pengetahuan umum tentang lingkungan entitas, program, 

dan kegiatan yang diperiksa obyek pemeriksaan dan pemeriksa yang 

melaksanakan pemeriksaan keuangan harus memiliki keahlian di bidang 

akuntansi dan auditing, serta memahami prinsip akuntansi yang berlaku 

umum yang berkaitan dengan entitas yang diperiksa(Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia, 2017).  

Kompetensi yang diperlukan dalam proses audit tidak hanya berupa 

penguasaan terhadap standar akuntansi dan auditing, namun juga penguasaan 
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terhadap objek audit. Selain dua hal di atas, ada tidaknya program atau proses 

peningkatan keahlian dapat dijadikan indikator untuk mengukur tingkat 

kompetensi auditor. 

2.1.3Independensi 

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN adalah: “Dalam semua hal 

yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan 

pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, 

ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”. Dengan 

pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya 

bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian 

rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil 

pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak 

oleh pihak manapun. 

Arens(2000)mendefinisikan independensi dalam pengauditan sebagai 

"Penggunaan cara pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan pengujian audit, 

evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit", sedangkan 

Mulyadi (1992) mendefinisikan independensi sebagai "keadaan bebas dari 

pengaruh, tidak dikendalikanoleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain" 

dan akuntanpublik yang independen haruslah akuntan publik yang tidak 

terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar 

diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam 

pemeriksaan. 
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Menurut messier et.al (2006) independensi merupakan suatu istilah yang 

sering digunakan oleh profesi auditor. Independensi menghindarkan hubungan 

yang mungkin mengganggu obyektivitas auditor. BPKP (1998) mengartikan 

obyektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif 

pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan pendapat 

apa adanya. 

Lampiran 2 SPKN disebutkan bahwa: 

Gangguan pribadi yang disebabkan oleh suatu hubungan dan 

pandanganpribadi mungkin mengakibatkan pemeriksa membatasi lingkup 

pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala 

bentuknya.Pemeriksa bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada 

pejabat yang berwenang dalam organisasi pemeriksanyaapabila memiliki 

gangguan pribadi terhadapindependensi. Gangguan pribadi dari pemeriksa 

secara individu meliputi antara lain:  

a. Memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda 

sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas atau 

program yang diperiksa atau sebagai pegawai dari entitas yang 

diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung 

dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa. 

b. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung maupun tidak 

langsung pada entitas atau program yang diperiksa. 
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c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program 

yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir. 

d.  Mempunyai hubungan kerjasama dengan entitas atau program yang 

diperiksa. 

e. Terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan 

obyek pemeriksaan, seperti memberikan asistensi, jasa konsultasi, 

pengembangan sistem, menyusun dan/atau mereviu laporan keuangan 

entitas atau program yang diperiksa. 

f. Adanya prasangka terhadap perorangan, kelompok, organisasi atau 

tujuan suatu program, yang dapat membuat pelaksanaan pemeriksaan 

menjadi berat sebelah (Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia, 2017). 

2.1.4Pengalaman 

Pengalaman seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang 

telahdilakukan seseorang dan memberikan peluang besar bagi seseorang untuk 

melakukan pekerjaan yang lebih baik. Semakin luas pengalaman kerja seseorang, 

semakin trampil seseorang dalam melakukan pekerjaan dan semakin sempurna 

pula pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan (Abriyani, n.d.). 

Pengalaman merupakan cara pembelajaran yang baik bagi auditor 

internaluntuk menjadikan auditor kaya akan teknik audit. Semakin tinggi 

pengalaman auditor, maka semakin mampu dan mahir auditor mengusai tugasnya 

sendiri maupun aktivitas yang diauditnya.Pengalaman juga membentuk auditor 
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mampu menghadapi dan menyelesaikan hambatan maupun persoalan dalam 

pelaksanaan tugasnya, serta mampu mengendalikan kecenderungan emosional 

terhadap pihak yang diperiksa.Selain pengetahuan dan keahlian, pengalaman 

auditor memberi kontribusi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi auditor 

(Ayuningtyas, 2012) 

2.1.5 Kualitas Audit 

Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana 

kualitas audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur 

kualitas audit secara objektif dengan beberapa indikator. Hal ini dikarenakan 

kualitas audit merupakan sebuah konsep yang kompleks dan sulit dipahami, 

sehingga sering kali terdapat kesalahan dalam menentukan sifat dan kualitasnya. 

Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas 

audit yang berbeda-beda.  

De Angelo (1981)mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas bahwa 

auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi 

auditee, sedangkan Deis dan Groux menjelaskan bahwa probabilitas untuk 

menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan 

probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor. 

 Menurut Marxen (1990)menyatakanburuknya kualitas audit disebabkan 

oleh beberapa perilaku disfungsional, yaitu: Underreporting of time, premature 

sign off, altering/ replacement of audit procedure. Underreporting of time 

menyebabkan keputusan personel yang kurang baik, menutupi kebutuhan revisi 
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anggaran, dan menghasilkan time pressure untuk audit di masa datang yang tidak 

di ketahui. Premature sign-off (PMSO) merupakan suatu keadaan yang 

menunjukkan auditor menghentikan satu atau beberapa langkah audit yang 

diperlukan dalam prosedur audit tanpa menggantikan dengan langkah yang lain. 

Sedangkan altering / replacing of audit procedure adalah penggantian prosedur 

audit yang seharusnya yang telah ditetapkan dalam standar auditing.  

Sektor publik, Government Accountability Office (GAO) mendefinisikan 

kualitas audit sebagai ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama 

melakdisanakan audit Standar audit menjadi bimbingan dan ukuran kualitas 

kinerja auditor(messier et.al, 2006). Menurut Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan AparaturNegara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran 

kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh APIP, wajib 

menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)  

Lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa:  

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak 

pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, 

tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang 

diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk 

menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu 

proses dan sistem informasiuntuk memantau status tindak lanjut atas 

rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara 

semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasikan agar manajemen 
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memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara 

terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta 

rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya 

manfaat pemeriksaan yang dilakukan(Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia, 2017). 

Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat ditindaklanjuti oleh 

auditee.Kualitas ini harus dibangun sejak awal pelaksanaan audit hingga 

pelaporan dan pemberian rekomendasi. Dengan demikian, indicator yang 

digunakan untuk mengukur kualitas audit antara lain kualitas proses, apakah audit 

dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sambil terus mempertahankan sikap 

skeptis. 

2.1.6Pengawasan Keuangan Daerah  

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk 

menjaminagar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana 

dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain 

itu, dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government, 

pengawasan juga diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan 

yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta bersih dan bebas dari praktik-

praktik KKN. Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan tersebut dapat 

dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasanmasyarakat, dan pengawasan 

fungsional (Efendy, 2010). 



 
 
 

 

20 
 

Pengawasan fungsion adalah fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 

lembaga/aparat yang dibentuk atau ditunjuk khusus untuk melaksanakan fungsi 

pengawasan secara independen terhadap obyek yang diawasi.Pengawasan 

fungsional tersebut dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas 

dan fungsi melakukan pengawasan fungsional melalui audit, investigasi, dan 

penilaian untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan 

rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengawasan fungsional dilakukan baik oleh pengawas ekstern pemerintah 

dalam hal ini dalah Inspektorat Provinsi Papua maupun pengawas intern 

pemerintah. Pengawasan ekstern pemerintah dilakukan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK), sedangkan pengawasan intern pemerintah dilakukan oleh 

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (Efendy, 2010). 

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

PER/05/M.PAN/03/2008, kegiatan utama APIP meliputi audit, reviu, 

pemantauan,evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sosialisasi, 

asistensi dan konsultansi, namun peraturan ini hanya mengatur mengenai Standar 

Audit APIP(PERMENPAN No 3, 2010).  

Kegiatan audit yang dapat dilakukan oleh APIP pada dasarnya dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga jenis audit berikut ini: pertama, audit atas laporan 

keuangan yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian 

laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum; kedua, 
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audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan simpulan dan rekomendasi atas 

pengelolaan instansi pemerintah secara ekonomis, efisien dan efektif; dan ketiga, 

audit dengan tujuan tertentu yaitu audit yang bertujuan untuk memberikan 

simpulan atas suatu hal yang diaudit, yang termasuk dalam kategori ini adalah 

audit investigatif, audit terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan 

organisasi dan audit yang bersifat khas.  

Menurut Susmanto (2008), APIP melakukan pengawasan fungsional 

terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk 

membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap 

kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi quality assurance). Pengawasan 

yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan 

penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang 

menjadi tanggung jawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut. 

Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern 

pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan 

fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari: 

pertama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); kedua, 

Inspektorat Jenderal Departemen; ketiga, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian; dan keempat, Lembaga 

Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota. 
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Menurut Cahyat(2004), berdasarkan obyek pengawasan, pengawasan 

terhadap pemerintah daerah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pengawasan terhadap 

produk hukum dan kebijakan daerah, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah serta produk hukum dan kebijakan keuangan daerah. Tugas pokok dan 

fungsi inspektorat daerah di antaranya yaitu melakukan pengawasan keuangan. 

Beberapa kewenangan daerah yang menyangkut pengawasan terhadap keuangan 

dan aset daerah adalah pelaksanaan APBD, penerimaan pendapatan daerah dan 

Badan Usaha Daerah,pengadaan barang/jasa serta pemeliharaan/penghapusan 

barang/jasa, penelitian dan penilaian laporan pajak-pajak pribadi, penyelesaian 

ganti rugi, serta inventarisasi dan penelitian kekayaan pejabat di lingkungan 

Pemda. 

2.2 Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit 

Kualitas audit merupakan kemungkinan auditor menemukan serta 

melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi pemerintah dengan berpedoman 

pada standar akuntansi dan standar audit yang telah ditetapkan.Definisi kualitas 

audit menurutDe Angelo (1981)adalah sebagai probabilitas bahwa auditor akan 

menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien. 

Kompetensi auditor adalah kemampuan auditor untuk mengaplikasikan 

pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga 

auditor dapat melakukan audit dengan teliti, cermat, intuitif, dan obyektif. Oleh 

karena itu, dapat dipahami bahwa audit harus dilaksanakan oleh orang yang 
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memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Dengan demikian, 

auditor belum memenuhi persyaratan jika ia tidak memiliki pendidikan dan 

pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Dalam audit pemerintahan, 

auditor dituntut untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau keahlian 

bukan hanya dalam metode dan teknik audit, akan tetapi segala hal yang 

menyangkut pemerintahan seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan 

pemerintah. 

Hasil penelitianEfendy(2010) menunjukan bahwa kompetensi berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas audit, hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk 

meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat 

kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan 

dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya dan sebaliknya jika rendah maka 

dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan 

sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah pula. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa 

kompetensi dalam melakukan audit mempunyai dampak signifikan terhadap 

kualitas audit. Oleh karena itu dapat dibuat hipotesis bahwa : 

H1 :Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit   
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2.2.2 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit 

Independensi merupakan sikap auditor yang tidak memihak, tidak 

mempunyai kepentingan pribadi, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam memberikan pendapat atausimpulan, sehingga dengan 

demikian pendapat atau simpulan yang diberikan tersebut berdasarkan integritas 

dan objektivitas yang tinggi. Menurut Holmes, independensi merupakan sikap 

bebas dari bujukan, pengaruh, atau pengendalian pihak yang diperiksa.  

Independensiauditor merupakan salah satu faktor yang penting untuk 

menghasilkan audit yang berkualitas. Karena jika auditor kehilangan 

independensinya, maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan 

kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan (Efendy, 2010). 

Norma Kharismatuti (2012) menemukan bahwa independensinya 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit harus dapat mengumpulkan setiap 

informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan audit dimana hal 

tersebut harus didukung dengan sikap independen. Berbeda dengan 

penelitianAyuningtyas (2012)  yang membuktikan bahwa independensi tidak 

berpengaruh terhadap kualitas audit. Dengan demikia dapat dikemukanan 

hopotesis sebagai berikut: 

H2: Independensi berpengaruhterhadap kualitas audit 
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2.2.3 Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit 

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik 

bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi 

yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan 

berpengalaman dalam bidang industri yang digeluti kliennya Nurmalita Sari 

(2011). Kemudian penelitian Chrisriawan (2002) mengatakan pengalaman 

akuntan publik akan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya audit yang 

dilakukan serta kompleksitas transaksi keuangan perusahaan yang diaudit 

sehingga akan menambah dan memperluas pengetahuannya dibidang akuntansi 

dan auditingmenunjukkan bahwa pengalaman mengurangi dampak informasi 

tidak relevan terhadap keputusan auditor. 

Hasil penelitian Nurmalita Sari (2011) menyatakan bahwa pengalaman 

auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dengan demikian  maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit 
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2.3Model Penelitian 

Penelitian ini akan menguji  tentang variabel kompetensi, independensi dan 

pengalaman auditor terhadap kualitas audit di Inspektorat Provinsi Papua. 

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-teoriyang 

telah dijelaskan pada bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka model penelitian 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

“Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Pengalaman Auditor Terhadap 

Kualitas Audit Aparat Inspektorat” 

     

  

  

 

 

  

Sumber: Penulis (2020) 
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